BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban luka
berat dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Kecelakaan disebabkan karena faktor kelalaian manusianya sendiri. Dengan
kelalaian yang menimbulkan kecelakaan maka pengemudi akan dikenai sanksi
pidana. Pengemudi kendaraan mempunyai tanggungjawab penuh dengan
kendaraannya itu. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Kendala dan upaya penerapan sanksi pidana terhadap kelalaian yang
mengakibatkan korban luka berat dihubungkan dengan Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendala
sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap
aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif,
deskriminatif, dan sebagainya. Upaya-upaya dalam menanggulangi agar

berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor
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yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat,
juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli
di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, melakukan koordinasi
dengan pihak kominfo terkait CCTV demi mempermudah menangani kasus

kecelakaan lalu lintas tersebut.

. Saran

. Khusus aparat penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi pidana bagi
pelaku kasus kelalaian mengemudi yang menyebabkan korban meninggal
dunia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk
menimbulkan efek jera bagi pelaku.

. Kebijakan non penal sebaiknya dilaksanakan pada kasus kecelakaan lalu
lintas yang korbannya hanya mengalami kerugian materiil sedangkan bagi
korban yang meninggal dunia sebaiknya pelaku diterapkan hukum pidana

yang berlaku.
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